
 
 
 
 
 

LEMBARAN DAERAH 
PROVINSI SUMATERA BARAT 

TAHUN 2012 
No. Urut:  02 

 
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT 

NOMOR 13 TAHUN 2012 
 

TENTANG 
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI 

SUMATERA BARAT TAHUN 2012 - 2032 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
GUBERNUR SUMATERA BARAT, 

 
Menimbang : a. bahwa ruang merupakan komponen lingkungan hidup 

yang bersifat terbatas dan tidak terbaharui, sehingga 
perlu dikelola secara bijaksana dan dimanfaatkan secara 
berkelanjutan untuk kepentingan generasi sekarang dan 
generasi yang akan datang; 

b. bahwa perkembangan pembangunan khususnya 
pemanfaatan ruang di wilayah Provinsi Sumatera Barat 
diselenggarakan dalam rangka meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan potensi 
sumberdaya alam, sumberdaya buatan, dan sumberdaya 
manusia dengan tetap memperhatikan daya dukung, 
daya tampung, dan kelestarian lingkungan hidup; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkannya Peraturan Daerah tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja 
Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat; 

d. bahwa perubahan kebijakan pemerintah dalam skala 
besar, serta terjadinya perubahan faktor-faktor eksternal 
dan internal membutuhkan penyesuaian penataan ruang 
wilayah Provinsi Sumatera Barat secara dinamis dalam 
satu kesatuan tata lingkungan berlandaskan kondisi fisik, 
kondisi sosial budaya, dan kondisi sosial ekonomi melalui 
penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi 
Sumatera Barat sampai tahun 2032; 

e. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 78 
ayat (4) butir b Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 
tentang Penataan Ruang perlu dilakukan penyesuaian 
terhadap Peraturan Daerah Tingkat I Sumatera Barat 
Nomor 13 Tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang 
Wilayah Provinsi Sumatera Barat; 

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, 
maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat 
tahun 2012-2032; 

Mengigat : 1.  Undang-Undang Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 
tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 
Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah 
Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau 
Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1646); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 
Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona 
Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3260); 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi 
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3419); 

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan 
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Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3647); 

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Konservasi 
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3419); 

7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4412);  

8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak 
dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4152); 

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang 
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4247); 

10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas 
Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4327); 

11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber 
Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3477); 

12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang 
Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4411); 

13. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang 
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 
tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5074); 

14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor  4437 ), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4844); 

15. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 444); 

16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang 
Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4722); 

17. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang  
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republik  Indonesia Nomor 4723); 

18. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4725); 

19. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4739); 

20. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
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Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4746 ); 

21. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang 
Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor  4849); 

22. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang 
Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4851); 

23. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang 
Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4956); 

24. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang  
Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959); 

25. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang 
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4966); 

26. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran 
Neagara Republik Indonesia Nomor 5025); 

27. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5059); 

28. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 149, Tambahan Lembar Negara Republik 
Indonesia Nomor 5068); 

29. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang 
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan 
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5020); 

30. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang 
Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan  Ruang Wilayah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia 3034); 

31. Peraturan Pemerintah  Nomor 16 Tahun 2004 tentang 
Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 45 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4385); 

32. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang 
Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 146; Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4452); 

33. Peraturan Pemerintah  Nomor 16 Tahun 2005 tentang 
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4490); 

34. Peraturan Pemerintah  Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165; Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

35. Peraturan Pemerintah  Nomor 20 Tahun 2006 tentang 
Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4624); 

36. Peraturan Pemerintah  Nomor 34 Tahun 2006 tentang 
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4655); 

37. Peraturan Pemerintah  Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata 
Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta 
Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 22; Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4696); 

38. Peraturan Pemerintah  Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

267 268 



Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

39. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang 
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4828); 

40. Peraturan Pemerintah  Nomor 26 Tahun 2008 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4833); 

41. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang 
Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858); 

42. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air 
Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4859);  

43. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang 
Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4987); 

44. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang 
Pelaksanaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Rpublik 
Indonesia Noor 512);  

45. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang 
Mitigasi Bencana Di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Rpublik 
Indonesia Nomor 5154); 

46. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang 
Reklamasi dan Pascatambang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Rpublik Indonesia Noor 5172); 

47. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang 
Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan 
Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara 
Rpublik Indonesia Noor 5217); 

48. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar; 

49. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2012 tentang 
Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera ; 

50. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang 
Pengelolaan Kawasan Lindung; 

51. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2011 tentang 
Penetapan Cekungan Air Tanah; 

52. Peraturan Menteri Kelauatan Dan Perikanan Nomor 12 
Tahun 2010 tentang Minapolitan; 

53. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Provinsi sumatera Barat Tahun 2005 – 2025 
(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 
Nomor 7, Tamabahan Lembaran Daerah Provinsi 
Sumatera Barat Nomor 27); 

54. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 
Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015 
(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011 
Nomor 16, Tamabahan Lembaran Daerah Provinsi 
Sumatera Barat Nomor 56); 

                                                                                              
Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT 

dan 
GUBERNUR SUMATERA BARAT 

MEMUTUSKAN : 
Menetapkan  :  PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG 

WILAYAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN        
2012 - 2032 
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BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden 
Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara 
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

2. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan 
perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 

3. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Barat. 

4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. 

5. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat. 

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat. 

7. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi 
Sumatera Barat. 

8. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota yang berada di wilayah Provinsi Sumatera Barat. 

9. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang 
udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, 
tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan 
memelihara kelangsungan hidupnya. 

10. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. 

11. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem 
jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung 
kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki 
hubungan fungsional. 

12. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah 
yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan 
ruang untuk fungsi budi daya. 

13. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, 
pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. 

14. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang. 

15. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta 
segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan 
berdasarkan aspek administratif dan/ atau aspek fungsional. 

16. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang selanjutnya disingkat 
RTRWP adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang 
wilayah provinsi. 

17. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budi daya. 

18. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama 
melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya 
alam dan sumber daya buatan. 

19. Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi 
utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber 
daya alam, sumber daya manusia, dan sumberdaya buatan.  

20. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar 
kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan 
yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan 
hunian dan tempat kegiatan yang menudukung perikehidupan dan 
penghidupan. 

21. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama 
pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan 
fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan 
jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. 

22. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama 
bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat 
permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa 
pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. 

23. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih 
pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi 
pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditujukan 
oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarkis keruangan satuan 
sistem permukiman dan sistem agrobisnis. 

24. Kawasan metropolitan adalah kawasan perkotaan yang terdiri atas 
sebuah kawasan perkotaan yang berdiri sendiri atau kawasan 
perkotaan inti dengan kawasan perkotaan di sekitarnya yang saling 
memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem 
jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi dengan jumlah penduduk 
secara keseluruhan sekurang-kurangnya 1.000.000 (satu juta) jiwa. 
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